REPUBLIK INDONESIA

No. 1478, 2018 BPJS KESEHATAN. Pendaftaran Kepesertaan bagi
Peserta Pekerja Penerima Upah Selain
Penyelenggara Negara dalam Program Jaminan
Kesehatan melalui OSS.

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENDAFTARAN KEPESERTAAN
BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PENYELENGGARA
NEGARA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN
SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan berusaha perlu mempermudah
akses pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi
pekerja penerima upah selain penyelenggara negara
dengan memanfaatkan sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, serta dalam rangka mengembangkan
sistem untuk mempermudah akses pendaftaran
kepesertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
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Mengingat

1.

Kesehatan, perlu menetapkan  Peraturan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang
Pedoman Pendaftaran Kepesertaan bagi Peserta Pekerja
Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara dalam
Program Jaminan Kesehatan melalui Pemanfaatan Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi
Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,
selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan
Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5481);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6215);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 165);

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan



Menetapkan
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Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN
KEPESERTAAN BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH
SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran
Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan.

3. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran
adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh
Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang
telah membayar iuran.

5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan

menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
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10.

11.

12.

13.

Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU
adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja
dengan menerima gaji atau upah.

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan
tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang
mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau
jasa yang telah atau akan dilakukan.

Virtual Account adalah nomor rekening virtual yang
disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk entitas dan
perorangan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran
Iuran.

Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang
menjalankan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus,
didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah
negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba, termasuk di dalamnya badan
hukum lainnya.

Badan Usaha Baru adalah Badan Usaha yang belum
terdaftar sebagai Peserta dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Badan Usaha Lama adalah Badan Usaha yang sudah
terdaftar sebagai Peserta dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat
NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik
atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang

terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
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14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha
melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha
melakukan pendaftaran dan wuntuk memulai usaha
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial
atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau
komitmen.

16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan
Pendaftaran.

17. Aplikasi Edabu adalah aplikasi yang disediakan oleh BPJS
Kesehatan untuk pelayanan secara mandiri meliputi entry
data dan mutasi serta pemutakhiran data kepesertaan,
informasi data tagihan iuran, serta informasi identitas
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia

Sehat atau JKN-KIS bagi Badan Usaha.

Pasal 2
BPJS Kesehatan menjadi salah satu lembaga yang terintegrasi
dengan OSS dalam hal pendaftaran kepesertaan Jaminan

Kesehatan.



